BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di maoaasg atau satu pihak
berjanji kepada seorang atau pihak lain atau diantlua orang atau dua pihak itu
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hakésuai dengan pasal 1313
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karenapéuanjian itu berlaku
sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang satieggikatkan diri dan
mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara daagoatau dua pihak
tersebut yang dinamakan perikatan.Perjanjian itunerietkan suatu perikatan
antara dua orang atau dua pihak yang membuatnyamO@entuknya, perjanjian
itu berupa suatu rangakaian perkataan yang menggndanji-janji atau

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.



Dalam perspektif ekonomi Islam, perjanjian disebetbagai akad. Secara

bahasa akad adalah ikataHal ini juga dijelaskan dalam surat al-Maidahtalya
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad (@etjian atau perikatan di
antara kamu).?

Secara terminologi, akad didefinisikan sebagai:
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“Akad adalah pertalian antara ijab dan gabul yanthenarkan oleh syara’ yang
menimbulkan akibat hokum terhadap objekrya”

Dalam bermuamalat baik dalam bentuk jual beli, semenyewa, atau
melakukan perjanjian kerjasama, syariat Islam tidakmperkenankan ada
kezholiman antara satu Sama lain dalam hal apa&elmagaimana pendapat Ibnu
Taimiyah dalam membagi kerangka transaksi dan tegiakonomi pada dua

kategorf:

a. Transaksi yang berpijak atas asas keadilan, yantjputietransaksi
pertukaran dan traksaksi kerjasama

b. Transaksi yang berpijak atas asas kedermawanamaliafaat.

Dalam dunia perdagangan sekarang, yang dijalankdamd berbagai
bentuk bisnis, perjanjian merupakan pegangan aikk tukur utama dalam

menjalankan suatu usaha bisnis, baik secara teriiu tidak tertulis, sebagai
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landasan dasar bagi para pihak dan untuk menjaat@kganaan perjanjian bisnis.
Dan perjanjian tidak tertulis (lisan) lazimnya #il&kan di masyarakat adat untuk
ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjamgranis, lazimnya dilakukan

di masyarakat yang relatif modern, berkaitan denbemis yang hubungan

hukumnya kompleks.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan ketdaksamaan
kepentingan antara para pihak. Dan pada umumnyganpan tersebut
dirumuskan melalui negosiasi tawar menawar antasda ppihak untuk
mempertemukan kepentingan-kepentingan yang diiagirdgar tercapainya suatu
kesepakatan bersamaMelalui perjanjian perbedaan-perbedaan kepentingan

diakomodasi dan dibingkai dengan perangkat hukutmkumengikat para pihak.

Dalam perjanjian asas kebebasan berkontak merupakardan nafas
sebuah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak taratalam Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata, yang berbunyi:Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang matnya.” Secara implisit
asas kebebasan berkontrak memberikan panduan lgragihak diasumsikan
mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat tatak membuat
perjajian, mengadakan perjanjian dengan siapapwmentukan isi perjanjian,
pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukéuk lsiatu perjanjian. Dan
dalam Islam juga terdapat asas kebebasan berkoydrakbiasa disebut sebagai
asashurriyah at-ta’aquddan pengertiannya berbeda dengan apa yang terdapat

dalam asas kebebasan berkontrak konvensional. iRenweya adalah kebebasan

*Agus Yudha HernokoHukum Perjanjian: Asas proposionalitas dalam peji@m komersia)(
Jakarta: Kencana, 2010), 1.



berkontrak dalam Islam masih terikat pada hal ydibgnarkan oleh syara’ dan

tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentet@miian syariah.

Walaupun demikian, dalam praktiknya masih banyaknaikan model
perjanjian baku diberbagai lembaga keuangan baik la@au non bank seperti
Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang cenderunggdegm tidak seimbang,
berat sebelah, dan tidak adil karena antar paek@ba yang posisinya lebih kuat
(karena menguasai modal, skill atau teknologi) dda posisinya lebih lemah
yang hanya sekedar menerima isi perjanjian atavonsnisi perjanjian yang

sudah ditentukan.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telabndikan dan telah
dituangkan dalam bentuk formulir dan ditentukanasgsepihak oleh salah satu
pihak yang perekonomiannya lebih kuat terhadapkpy@ng perekonomiannya
lemah’ Dan inti dari perjanjian baku tersebut adalah @®ign yang sudah
tercetak tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengfaakdain yang mana pihak lain
hanya diminta untuk menerima atau menolak isi pgga/perjanjian tersebut.
Karena salah satu pihak tidak diberikan kesempatamk melakukan tawar
menawar dan tidak bisa memahami klausula-klausalag ysudah dirancang
sedemikian rupa dan juga pihak yang lebih lemahnddteadaan tertekan yang

memaksa mereka untuk bersikap terima atau tigéde (t or leave jt®

Dalam praktek yang biasanya terjadi terdapat klakisusul yang berat

sebelah dan merugikan pihak yang lebih lemah po&siKlausula-klausla
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tersebut biasanya di cetak dengan huruf kecil, $mhy@ng tidak jelas artinya,
tulisannya kurang jelas dan susah dibaca, kalirmakomplek dan ditempatkan

ditempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dizacaleh salah satu pihak.

Dalam bisnis Lembaga Keungan Syariah (LKS), jugang dipakai
perjanjian baku dalam melakukan pembiayaan-pemarayamtuk nasabah. Di
antara LKS yang melakukan pembiayaan-pembiayaag lyarprinsip syariah dan
menggunakan perjanjian baku adalah Koperasi Ageg&lindonesia (Kanindo)
Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang yang terigitdk Raya Sengkaling 293
Dau Malang Jawa TimuAda beberapa produk Koperasi Agro Niaga Indonesia
(Kanindo) Syariah, di antaranya adalah SimpanamaHaSimpanan Pendidikan,
Simpanan Qurban, Simpanafigigah Simpanan Haji, SimpanaiValimah
Simpanardul Fitri, Simpanan Berjangka, Pembiayadndhorobah Pembiayaan
Murobahah Pembiayaaiusyarakah Musyarakahadalahakad kerjasama antara
Kanindo Syari'ah dengan nasabahnya dan masing-gnasanyetorkan modal
dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesapakercampuran modal
tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek (usghay layak dan sesuai
dengan prinsip syari alPembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarka

nisbah yang telah disetujui dalam akad

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitianuntuk memahami
bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pet@njian pembiayaan

musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi Agro Nidagaonesia (Kanindo)

® Munir Fuady,Hukum Perjanjian.
%anindo syariah, http://www.kanindo-syariah.com/joomla/index.php/guélks/musyarokah di
akses pada tanggal 3 Juli 2012.




Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang guna tercgpdimeseimbangan dan

keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maslah di atas makasammuasalah ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan musyardkdoperasi
Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timuab&hg Dau
Malang?

2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dadsjanjian
pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Kopemg® Niaga
Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dalaivy?

C. Tujuan Pendlitian

1. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberiemahaman secara
implisit bagaimana mekanisme dan prosedur dalanakukén perjanjian
pembiayaan musyarokah agar di Koperasi Agro Niagdoriesia
(Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang.

2. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetdiagaimana penerapan
asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian penanayausyarokah
antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonessifido) Syariah
Jawa Timur Cabang Dau Malang karena bentuk fornpénjanjiannya
sudah tercetak dengan ketentuan klausul-klausuy yamah ditetapkan

untuk nasababh.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitiaadilah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbandan masukan
pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum perddtasusnya hukum
kontrak / perjanjian dan sebagai bahan masukaa ssfdrensi bagi penelitian
selanjutnya.

2. Secara Praktis
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hykenmanjian terkait
penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjam@mbiayaan
musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kamjrilyariah Jawa Timur

Cabang Dau Malang.





